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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum dan keadilan
diterapkan dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dan lembaga
perbankan melalui BPSK. Latar belakang penelitian didasarkan pada fakta
bahwa hubungan hukum antara bank sebagai pelaku usaha dan nasabah
sebagai konsumen sering kali tidak seimbang. Konsumen cenderung berada
dalam posisi yang lemah, baik dalam hal pengetahuan hukum, daya tawar,
maupun akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, BPSK diharapkan dapat
menjadi lembaga alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute
Resolution/ADR) yang mampu memberikan perlindungan hukum dan
keadilan tanpa harus melalui jalur pengadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan
metode penelitian lapangan yang dikombinasikan dengan analisis hukum
normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak BPSK
Kota Lubuk Linggau dan beberapa konsumen yang pernah terlibat dalam
sengketa perbankan, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan
perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, serta literatur hukum dan jurnal akademik terkait.
Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-
analitis untuk menggambarkan pelaksanaan hukum di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan prosedural
dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa perbankan di BPSK
Kota Lubuk Linggau belum berjalan optimal. Dalam aspek prosedural, BPSK
telah menyediakan akses penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan
berbiaya rendah sesuai prinsip perlindungan konsumen. Namun, masih
terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketimpangan
pemahaman hukum, serta inkonsistensi dalam penerapan prosedur. Dalam
aspek keadilan substantif, kewenangan BPSK dalam mengeksekusi putusan
masih lemah karena banyak lembaga perbankan yang mengajukan keberatan
ke pengadilan negeri. Akibatnya, putusan BPSK kehilangan kekuatan
mengikat dan mengurangi kepastian hukum yang seharusnya diterima oleh
konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BPSK Kota Lubuk Linggau
memiliki peran penting sebagai lembaga quasi peradilan dalam mewujudkan
keadilan dan perlindungan hukum bagi konsumen di sektor perbankan.
Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan penguatan dasar
hukum dan kewenangan BPSK, peningkatan kapasitas dan profesionalisme
anggota, serta mekanisme eksekusi yang lebih tegas terhadap putusan. Selain
itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi
sangat diperlukan agar konsumen memahami hak-haknya dan mampu
memperjuangkannya secara mandiri.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Keadilan, Sengketa
Perbankan, BPSK Lubuk Linggau.



ABSTRACT

This research aims to analyze how law and justice are applied in resolving
disputes between customers and banking institutions through BPSK. The
background of this study is based on the fact that the legal relationship
between banks as business actors and customers as consumers is often
unequal. Consumers tend to occupy a weaker position in terms of legal
knowledge, bargaining power, and access to justice. Therefore, BPSK is
expected to function as an Alternative Dispute Resolution (ADR) institution
that provides legal protection and justice without going through formal court
proceedings.

This research employs an empirical juridical approach by combining
field research with normative legal analysis. Primary data were obtained
through interviews with BPSK officials in Lubuk Linggau City and several
consumers who had been involved in banking disputes, while secondary
data were collected from relevant laws and regulations such as Law No. 8
of 1999 on Consumer Protection, and legal literature as well as academic
journals. The data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical
approach to describe the actual implementation of law in practice.

The findings reveal that the implementation of procedural justice
and substantive justice in banking dispute resolution at BPSK Lubuk
Linggau has not yet been fully effective. Procedurally, BPSK has provided
access to settlement that is fast, simple, and low-cost, consistent with
consumer protection principles. However, obstacles remain, such as limited
human resources, uneven legal understanding, and inconsistency in
procedural application. Substantively, BPSK’s authority to enforce its
decisions remains weak because many banking institutions file objections
to the district court. This condition reduces the binding power of BPSK’s
rulings and undermines the legal certainty that consumers should obtain.
The research concludes that BPSK Lubuk Linggau plays an essential role
as a quasi-judicial institution in realizing justice and legal protection for
consumers in the banking sector. However, to enhance its effectiveness, it is
necessary to strengthen BPSK’s legal foundation and authority, improve the
capacity and professionalism of its members, and establish a firmer
mechanism for decision enforcement. In addition, public legal awareness
should be improved through education and outreach so that consumers
understand their rights and are able to assert them independently.

Keywords: Consumer Legal Protection, Justice, Banking Dispute, BPSK
Lubuk Linggau
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) secara kelembagaan
dirancang sebagai forum non-litigasi untuk menyelesaikan sengketa antara
konsumen dan pelaku usaha secara cepat, sederhana, dan biaya terjangkau.
Kelembagaan ini penting karena seringkali posisi tawar nasabah lebih lemah
dibanding bank besar, akses ke pengadilan memerlukan waktu dan biaya yang lebih
besar sehingga tidak efektif untuk sengketa bernilai relatif kecil. BPSK diberi
wewenang untuk melakukan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase sesuai ketentuan
perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan. Dalam praktiknya, keberadaan
BPSK idealnya menghubungkan ketidak seimbangan tersebut dan memberikan
putusan yang adil bagi kedua pihak.*

Perkembangan sektor perbankan yang pesat di Indonesia telah menghadirkan
manfaat ekonomi yang signifikan, namun sekaligus menimbulkan tantangan baru
dalam hubungan antara bank sebagai pelaku usaha dan nasabah sebagai konsumen.
Produk dan layanan perbankan yang semakin kompleks seperti kredit konsumsi,
kredit usaha, produk investasi perbankan, serta layanan elektronik mendorong
potensi timbulnya sengketa konsumen. Dalam kondisi demikian, perlindungan

hukum bagi nasabah menjadi aspek penting untuk menjaga keseimbangan

! Musataklima, musataklima. "Efektivitas Penanganan Sengketa Konsumen oleh Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Perspektif Politik Hukum di Indonesia." (2023).
http://hdl.handle.net/123456789/47702
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kepentingan, mencegah penyalahgunaan oleh pelaku usaha, dan mempertahankan
kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan
dasar normatif bagi penyelenggaraan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen
di luar pengadilan, termasuk pembentukan BPSK.?

Penyelesaian sengketa perbankan melalui Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) menghadirkan persoalan khas yang mempengaruhi
terpenuhinya keadilan prosedural dan keadilan substantif. Sengketa perbankan pada
umumnya bersumber dari hubungan hukum yang bersifat teknis dan kompleks,
seperti perhitungan bunga, denda, biaya administrasi, pelaksanaan jaminan,
pemutusan Kkredit, hingga klaim atas produk jasa keuangan, sehingga menuntut
kompetensi teknis dan pemahaman hukum perbankan yang memadai dari majelis
BPSK agar proses pemeriksaan dan putusan yang dihasilkan benar-benar
mencerminkan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha.
Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BPSK berpotensi
melemahkan keadilan prosedural, meskipun secara formal tahapan penyelesaian
sengketa telah dilaksanakan. Di sisi lain, sejak dialihkannya sebagian fungsi
pengawasan dan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), muncul ketidakjelasan kewenangan antara BPSK, OJK, dan
pengadilan, yang berdampak pada kepastian hukum dan legitimasi putusan BPSK

apabila diajukan keberatan ke ranah litigasi. Kondisi tersebut tidak hanya

2 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



menghambat akses konsumen terhadap keadilan, tetapi juga melemahkan keadilan
substantif karena putusan BPSK sering kali tidak segera memberikan pemulihan
nyata bagi konsumen, seperti penghapusan kewajiban yang tidak sah, perbaikan
data Bl Checking/SLIK, atau kompensasi atas kerugian yang dialami.®

Hal-hal yang berkaitan dengan akses dan pelaksanaan menjadi perhatian.
Meskipun undang-undang dan peraturan memungkinkan BPSK untuk mengambil
keputusan akhir mengenai kesejahteraan konsumen, masalah yang muncul pada
saat keputusan tersebut harus diterapkan. Bank dapat memiliki strategi hukum,
prosedur internal, atau kemampuan untuk mengatur pelaksanaannya. Putusan
BPSK kadang-kadang diuji di pengadilan negeri atau bahkan Mahkamah Agung.
Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penegakan hukum serta
keefektifan penyelesaian di ranah administratif non-litigasi. Kondisi ini dapat
menyebabkan fungsi perbaikan BPSK sebagai metode penyelesaian yang cepat dan
murah menjadi tidak efektif. Studi yuridis menunjukkan bahwa konsumen tidak
yakin karena keputusan yang menyatakan BPSK tidak berwenang menangani kasus
tertentu.*

Unsur keadilan tidak hanya bersifat prosedural (keberpihakan pada akses,

kesempatan didengar, dan pendapat yang adil) tetapi juga substantif (pemulihan

3 Sulaksmono, Albertus Bambang, Shahnaz Hani Sofi, and Danang Eko Susanto.
"Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Pasca Beralih Kewenangan Bank
Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan." Privat Law Vol. 2:5 (2014): 26569.

4 Nasution, Kevin Hanif, And Mariske Myeke Tampi. "Analisis Kewenangan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah Dengan
Bank (Studi Putusan Nomor: 218k/Pdt. Sus-Bpsk/2019)." Jurnal Hukum Adigama Vol. 4:1 (2021):
1111-1132, https://doi.org/10.24912/adigama.v4i1.12008
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kerugian dan redistributif). Dalam konteks perbankan, restitusi atau ganti rugi yang
memadai seringkali menjadi tolok ukur keadilan substantif. Namun, ambang batas
kewenangan BPSK yang cenderung menangani perkara dengan nilai tertentu dan
menggunakan mekanisme non-litigasi membatasi kemampuan memberikan
pemulihan yang sepadan dalam sengketa bernilai besar atau yang memerlukan
analisis teknis mendalam. Hal ini memperkuat kebutuhan penelitian tentang apakah
putusan BPSK benar-benar memberikan pemulihan yang adil bagi nasabah
perbankan di wilayah seperti Lubuk Linggau.®
Pada kasus yang ada di Kota Lubuk Linggau yaitu konsumen inisial LB

melawan pelaku usaha Adira Finance, sengketanya meminta penghapusan Bl
Checking. Setelah kami peneliti menerima informasi dari konsumen, sekretariat
BPSK membuat undangan panggilan sidang untuk para pihak, setelah undangan
sidang disampaikan para pihak hadir di kantor BPSK untuk pra sidang (klarifikasi),
masing-masing pihak diberikan hak yang sama untuk klarifikasi. Selanjutnya baru
memilih cara penyelesaian berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, ada 3 cara penyelesaian :

1. Konsiliasi (para pihak menyelesaikan tanpa didampingi majelis);

2. Mediasi (didampingi oleh majelis BPSK)

3. Arbitrase (diadili oleh BPSK)

S Pratama, Radhyca Nanda, Akbar Fitri Yanto Solehudin, and Dilla Nurfiana Astanti.
"Reevaluasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen." Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 30:1 (2021): 28-48.



Dari diskusi dengan anggota BPSK Kota Lubuk Linggau Elza Vernanda S. AP,
untuk konsumen inisial LB dan pelaku usaha Adira Finance yang bersengketa
meminta penghapusan Bl Checking, alasannya karena konsumen mau meminjam
di bank lain namun terkendala di Bl checking tetapi dari pihak konsumen LB ini
memilih penyelesaian dengan cara mediasi pada tahun 2024.°

Pada tahun 2021 terjadi sengketa antara konsumen inisial ER dan pelaku usaha
Bank Mandiri. Sengketa bermula ketika ER sebagai nasabah memperoleh fasilitas
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Mandiri dengan nilai pinjaman sebesar
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam perjanjian kredit tersebut, ER
menyerahkan agunan berupa sertifikat tanah dan bangunan yang secara yuridis
terdaftar atas nama suaminya, HD. Agunan tersebut kemudian dibebani Hak
Tanggungan, yang berfungsi sebagai jaminan kebendaan bagi bank apabila terjadi
wanprestasi atas kewajiban pembayaran kredit. Bagian dari prosedur pengamanan
kredit, objek jaminan tersebut juga diasuransikan melalui PT Asuransi Jasa
Indonesia, yang merupakan perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri. Asuransi
ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak apabila terjadi risiko
kerugian terhadap objek jaminan, seperti kerusakan atau kehilangan. Dalam perkara
ini, PT Asuransi Jasa Indonesia bertindak sebagai Termohon Il, sedangkan Bank
Mandiri sebagai pelaku usaha perbankan, kemudian timbul perselisihan terkait
pelaksanaan perjanjian kredit dan/atau klaim atas objek jaminan yang diasuransikan,

Konsumen ER, Bank Mandiri, dan PT Asuransi Jasa Indonesia sepakat untuk tidak

® Wawancara dengan Elza vernanda S.AP sebagai anggota sekretariat/ panitera BPSK Kota
Lubuk Linggau Tanggal 26 September 2025



menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, melainkan memilih mekanisme
penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu arbitrase, pada tahun 2021.

Ada juga kasus menarik inisial BS dan pihak pelaku usaha bank BNI (2025)
yang diselesaikan melalui mediasi. Namun kasus ini menarik yang mana pihak
konsumen dirugikan dikarenakan ada tagihan senilai Rp 4.600.091,- . Di
cermati .com adanya tagihan tersebut dikarenakan adanya SMS dari Tim
telesales/tim marketing dari Bank BNI menawarkan fasilitas kartu kredit, tiba-tiba
muncul adanya tagihan 3 kartu kredit dari sms tersebut, padahal konsumen hanya
memiliki 1 kartu kredit saja, bisa disebutkan hasil klarifikasi ini terjadi kebocoran
data nasabah kartu kredit, namun dari pihak Bank BNI ini juga bisa dikatakan Social
Engineering (rekayasa sosial atau teknik penipuan), dari pihak konsumen ingin
menghapuskan BI-Checking/kartu kreditnya diberhentikan.

Faktor penting dalam penelitian ini ditambahkan dalam konteks lokal Lubuk
Linggau. Proses lingkungan konsumen di Lubuk Linggau berbeda dari kota besar
karena karakteristik ekonominya dan kemudahan perbankan yang berbeda.
Konsumen menganggap keadilan dipengaruhi oleh hal-hal seperti literasi keuangan
masyarakat, akses ke informasi hukum, kapasitas BPSK daerah, dan praktik
perbankan lokal. Selain itu, contoh penyelesaian atau prosedur penyelesaian di
BPSK Lubuk Linggau, baik yang menunjukkan hasil penyelesaian yang sukses
maupun yang menghadapi masalah, dapat menjadi sumber empiris yang penting
untuk menilai aspek keadilan dalam praktik. Adanya dasar analisis empiris untuk
lebih lanjut diberikan oleh ketersediaan atau catatan perkara, seperti referensi

keputusan MA vyang relevan. Penelitian tentang aspek keadilan penyelesaian



perbankan di BPSK Lubuk Linggau juga mempengaruhi kebijakan. Jika ditemukan
celah atau ketidakadilan dalam praktik, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi
pembuat kebijakan (pusat dan daerah), OJK, serta BPSK sendiri untuk
memperbaiki prosedur, meningkatkan kemampuan yang dimiliki untuk hasil kerja
yang maksimal, dan memperjelas kerjasama kelembagaan. Selain itu, temuan
empiris juga penting bagi advokasi perlindungan konsumen lokal melalui tindakan
pembelaan, pendampingan untuk memperjuangkan hak-hak konsumen dan
peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap aspek keuangan yang
mempengaruhi sikap serta perilaku seseorang untuk meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap masalah nyata yang dihadapi
masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini perlu
kesesuaian,keterkaitan,hubungan yang langsung antara teori, data atau penelitian
yang sedang dibahas/diteliti, Dari uraian diatas penulis menarik judul penelitian
“Aspek Keadilan Penyelesaian Sengketa Perbankan Di BPSK Kota Lubuk
Linggau”
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  implementasi  penyelesaian  perselisihan  antara
nasabah/konsumen jasa keuangan/perbankan di BPSK Kota Lubuk
Linggau ditinjau dari aspek keadilan prosedural dan substantif?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelesaian

sengketa Perbankan di BPSK Lubuk linggau terhadap perbankan?



C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penyelesaian sengketa
perbankan di BPSK Kota Lubuk Linggau ditinjau dari aspek keadilan
prosedural dan substantif.

2. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam
pelaksanaan penyelesaian sengketa BPSK terhadap perbankan di Kota
Lubuk Linggau.

Adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan
ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perlindungan
konsumen, menerapkan prinsip-prinsip keadilan prosedural (proses
yang adil, akses, transparansi) dan keadilan substantif (pemulihan
hak/kompensasi yang layak) pada sengketa perbankan skala kecil..
2. Manfaat Praktis
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan
rekomendasi untuk pemerintah Kota Lubuk Linggau khususnya Dinas
Perindustrian dan Perdagangan agar memperbaiki sosialisasi, prosedur
pengaduan, dan mekanisme pengawasan implementasi putusan BPSK.
(penguatan mekanisme pengawasan agar putusan efektif terhadap bank).
D. Telaah Pustaka
Sudah banyak dilakukan kajian tentang Aspek Keadilan Penyelesaian

Sengketa Perbankan Di BPSK Kota Lubuk Linggau namun masih kurang



referensi tentang bagaimana cara implementasi penyelesaian sengketa
Perbankan di BPSK, penyusun menyertakan penelitian terdahulu yang
memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:
Pertama, penelitian artikel jurnal ilmiah yang ditulis oleh Harefa, M, 2018
berjudul Analisis Aspek Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen
Perbankan. Jurnal Hukum dan Pembangunan membahas dalam analisisnya,
bahwa keadilan prosedural harus diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian
sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan
oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Di sisi lain, keadilan substantif menuntut agar putusan yang dihasilkan benar-
benar melindungi kepentingan konsumen, bukan sekadar formalitas hukum
yang menguntungkan pelaku usaha. Oleh karena itu, lembaga seperti Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)) dipandang berperan penting untuk
menjadi forum alternatif dalam menjamin keadilan, terutama karena akses ke
pengadilan sering dianggap rumit, memakan waktu, dan berbiaya tinggi bagi
masyarakat. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa, ketika berhadapan
dengan lembaga perbankan, keputusan BPSK dapat dilaksanakan dengan tidak
mudah. Meskipun putusan BPSK secara hukum bersifat akhir dan mengikat,
fakta di lapangan menunjukkan bahwa pihak bank sering melakukan upaya
hukum lebih lanjut ke pengadilan negeri. Hal ini tidak hanya menghambat hak
konsumen, tetapi juga menunjukkan bahwa akses ke keadilan masih bias
terhadap pihak yang lebih kuat secara ekonomi dan hukum. Bahwa adanya

upaya memperkuat aspek keadilan dalam sengketa perbankan harus diarahkan
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pada peningkatan efektivitas kelembagaan BPSK, pengawasan terhadap
kepatuhan bank, serta pembaharuan regulasi agar konsumen tidak terus-
menerus berada pada posisi subordinat.’

Kedua, penelitian jurnal yang ditulis oleh Wiwid Retno Wanti, 2019
berjudul Aspek Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit Antara
Bank dengan Nasabah (Studi Putusan No. 486/Pdt. Sus BPSK/2016/PN. Mdn)
membahas dalam analisis kedudukan hukum, mekanisme, serta efektivitas
penyelesaian sengketa perbankan melalui Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK). Kasus yang diteliti adalah sengketa perjanjian kredit yang
berujung pada putusan pengadilan terkait kewenangan BPSK dalam
menangani perselisihan antara bank sebagai pelaku usaha dan nasabah sebagai
konsumen. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa BPSK pada
dasarnya memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen termasuk
sektor perbankan, sepanjang terdapat indikasi tidak keseimbangan kedudukan
hukum dalam perjanjian kredit. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi
perdebatan mengenai apakah sengketa perbankan termasuk dalam ranah
konsumen murni atau masuk ke dalam wilayah hukum perdata umum yang
seharusnya ditangani oleh pengadilan. Putusan No. 486/Pdt. Sus
BPSK/2016/PN. Mdn menegaskan bahwa meskipun BPSK berfungsi sebagai
lembaga alternatif, putusannya dapat diajukan keberatan ke pengadilan negeri,

yang berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum serta perlindungan

" Harefa, M.. Aspek Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Perbankan. Jurnal
Hukum dan Pembangunan, 2018.
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konsumen. Kontribusi penting dari penelitian ini adalah penekanannya pada
aspek keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan.
Wanti menyoroti adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara bank dan
nasabah, di mana bentuk perjanjian dalam kredit seringkali merugikan
konsumen. Di sisi lain, efektivitas BPSK dipertanyakan karena keterbatasan
kewenangan eksekutorial putusannya, sehingga banyak kasus berakhir kembali
di pengadilan. Relevansi penelitian ini dengan topik aspek keadilan
penyelesaian sengketa perbankan di Lubuk Linggau adalah bahwa
problematika serupa dapat ditemui di berbagai daerah. Kelemahan
implementasi putusan BPSK serta tarik-menarik kewenangan antara BPSK dan
pengadilan berpotensi mengurangi rasa keadilan yang seharusnya diterima
konsumen.®

Ketiga, penelitian jurnal yang ditulis oleh Amini, Fitria, 2024 berjudul
Perlindungan Hak Nasabah melalui Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa
Perbankan di Indonesia membahas pada mekanisme mediasi sebagai instrumen
alternatif penyelesaian sengketa antara nasabah dan pihak perbankan. Latar
belakang kajian ini berangkat dari realitas bahwa hubungan hukum antara bank
dan nasabah sering menimbulkan konflik, baik terkait transparansi informasi,
pelaksanaan perjanjian, maupun pelayanan yang dianggap merugikan
konsumen. Dalam kondisi tersebut, jalur litigasi sering kali dipandang kurang

efektif karena membutuhkan waktu lama, biaya tinggi, serta berpotensi

8 Wanti, Wiwid Retno. Aspek Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit
Antara Bank dengan Nasabah (Studi Putusan No. 486/Pdt. Sus BPSK/2016/PN. Mdn). Diss.
Universitas Medan Area, (2019).
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merusak hubungan antara bank dan nasabah. Oleh sebab itu, mediasi
ditempatkan sebagai sarana yang lebih cepat, murah, dan berorientasi pada
win-win solution. Menegaskan bahwa perlindungan hak nasabah menjadi
aspek sentral dalam setiap proses mediasi. Penelitian ini menguraikan bahwa
keberhasilan mediasi ditentukan oleh prinsip keadilan prosedural, yakni adanya
kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen,
serta prinsip keadilan substantif, yaitu terpenuhinya hak-hak nasabah yang
dirugikan. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran mediator yang independen
dan berintegritas sebagai kunci keberhasilan penyelesaian sengketa. Penekanan
dalam mediasi perbankan sebagai implementasi nyata dari upaya perlindungan
konsumen dalam sektor jasa keuangan. Mediasi tidak hanya sekadar
mekanisme administratif, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan
nasabah agar tidak berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan bank.
Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat
hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak mereka,
keterbatasan akses informasi, dan kecenderungan pihak bank yang lebih
dominan dalam proses mediasi. Untuk penelitian tentang keadilan dalam
penyelesaian sengketa perbankan di BPSK Lubuk Linggau. Meskipun
penelitian Amini menyoroti mekanisme mediasi pada tataran umum di
Indonesia, konsep keadilan prosedural dan substantif yang ia bahas dapat
digunakan sebagai kerangka untuk menilai sejauh mana BPSK memberikan
perlindungan hak-hak konsumen perbankan. Dengan demikian, penelitian ini

memperkaya perspektif teoretis sekaligus memberi pijakan empiris mengenai
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pentingnya mediasi sebagai jalan tengah yang adil, efisien, dan lebih berpihak
pada konsumen.®

Keempat, penelitian jurnal yang ditulis oleh Nyoman Satyayudha
Dananjaya, Kadek Agus Sudiarawan, 2016 berjudul Karakteristik Mediasi
Perbankan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
(analisis aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) membahas
mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia
dengan pendekatan pada tiga aspek utama, yaitu keadilan, kepastian hukum,
dan kemanfaatan. Penelitian ini menekankan bahwa mediasi perbankan
merupakan mekanisme alternatif yang mampu memberikan penyelesaian
sengketa yang lebih cepat dan efisien dibandingkan jalur litigasi di pengadilan.
Dalam hal keadilan, mediasi dipandang mampu menjamin perlakuan yang adil
bagi kedua pihak, karena prosesnya memungkinkan setiap pihak untuk
menyampaikan argumen dan bukti, serta ikut serta dalam pengambilan
keputusan secara partisipatif. Aspek kepastian hukum juga menjadi fokus
penelitian ini, dimana mediasi perbankan harus tetap berlandaskan regulasi
yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan
peraturan terkait perbankan. Kepastian hukum tercermin dari adanya prosedur
mediasi yang jelas, dokumen kesepakatan yang mengikat secara hukum, serta
kepastian bahwa hasil mediasi dapat dieksekusi secara sah. Penelitian ini

menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam mediasi meningkatkan

® Amini, Fitria. "Perlindungan Hak Nasabah melalui Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa
Perbankan di Indonesia." Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3:4 (2024): 1-6.
https://doi.org/10.56110/sl.v3i4.19



https://doi.org/10.56110/sl.v3i4.19

14

kepercayaan konsumen terhadap lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi.
Selain itu, membahas kemanfaatan mediasi, baik bagi konsumen maupun pihak
bank. Kemanfaatan ini mencakup penghematan waktu, biaya yang lebih rendah,
serta pengurangan beban administrasi dan emosional dibandingkan litigasi.
Jurmal ini juga menekankan bahwa mediasi dapat memelihara hubungan baik
antara bank dan nasabah, karena sifatnya yang tidak konfrontatif dan lebih
fleksibel. Dengan demikian, mediasi perbankan tidak hanya menyelesaikan
sengketa, tetapi juga berpotensi meningkatkan kepuasan konsumen dan
reputasi bank. Hasil dari mediasi menunjukkan bahwa adanya di perbankan
sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki karakteristik yang
mendukung tercapainya keadilan substantif, kepastian hukum, dan
kemanfaatan praktis. Temuan ini relevan sebagai dasar teori dan referensi
dalam studi yang menelaah keadilan penyelesaian sengketa perbankan di
Indonesia, termasuk konteks lokal seperti di BPSK Lubuk Linggau, karena
aspek partisipatif, kepastian hukum, dan efisiensi mediasi menjadi tolok ukur
utama keberhasilan penyelesaian sengketa perbankan.®

Kelima, penelitian tesis yang ditulis oleh Dewi, Sari, Bra Putri Woelan,
2009 berjudul Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam
Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun

1999 (Studi Penyelesaian Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian

10 Dananjaya, Nyoman Katyayudha, and Kadek Agus Sudiarawan. "karakteristik mediasi
perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan Indonesia (analisis aspek keadilan,
kepastian hukum, dan kemanfaatan)." Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law
Journal) Vol. 5 (2016).
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Sengketa Konsumen Kota Bandung) membahas peran Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) dalam penyelesaian sengketa konsumen
berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Penelitian ini dilakukan di BPSK Kota Bandung, dengan fokus
pada mekanisme penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh lembaga
tersebut, baik melalui mediasi maupun prosedur non-litigasi lainnya. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa BPSK memiliki peran penting dalam
memberikan akses keadilan bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat
praktik usaha yang merugikan. BPSK berfungsi sebagai sarana penyelesaian
sengketa alternatif, yang dapat menyingkat waktu dan biaya dibandingkan jalur
pengadilan. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan BPSK
dalam menyelesaikan sengketa sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum
konsumen, komitmen pelaku usaha untuk mematuhi putusan, serta kapasitas
aparat BPSK itu sendiri dalam menjalankan mediasi secara efektif. Penelitian
ini menemukan adanya tantangan yang dihadapi BPSK, seperti keterbatasan
sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi putusan dan kurangnya
pemahaman masyarakat mengenai hak-hak konsumen. Meskipun demikian,
BPSK tetap dianggap sebagai lembaga strategis dalam mewujudkan
perlindungan konsumen secara adil dan merata. Temuan ini mendukung
argumen bahwa penerapan keadilan prosedural dan substantif dalam
penyelesaian sengketa konsumen memerlukan koordinasi yang baik antara

lembaga penyelesaian sengketa, pelaku usaha, dan konsumen itu sendiri.
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Secara metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus
dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis
dokumen BPSK, sehingga memberikan gambaran empiris yang kaya mengenai
praktik penyelesaian sengketa di tingkat kota. Temuan Dewi dan Woelan
relevan sebagai acuan bagi penelitian yang menelaah keadilan penyelesaian
sengketa perbankan, termasuk di konteks BPSK Lubuk Linggau, karena
menekankan pentingnya mekanisme yang efektif, transparan, dan aksesibel
bagi konsumen.!!

Penelitian ini memiliki pembaharuan dibandingkan dengan penelitian-
penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini secara khusus menganalisis
penyelesaian sengketa perbankan melalui Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) dengan menitikberatkan pada dua dimensi keadilan, yaitu
keadilan prosedural dan keadilan substantif. Penelitian sebelumnya umumnya
hanya menyoroti aspek kewenangan BPSK, mekanisme penyelesaian sengketa,
atau perlindungan konsumen secara normatif, tanpa mengkaji secara mendalam
apakah proses dan hasil putusan benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi
konsumen perbankan. Kedua, dari segi objek dan lokasi, penelitian ini berfokus
pada praktik penyelesaian sengketa perbankan di BPSK Kota Lubuk Linggau,
yang masih jarang dikaji dalam penelitian hukum. Berbeda dengan penelitian

terdahulu yang banyak dilakukan di kota-kota besar, penelitian ini

11Sari Dewi dan Bra Putri Woelan, Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi
Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK Kota Bandung), Tesis Program Pascasarjana Universitas
Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 70-85.
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menghadirkan perspektif empiris dari daerah, dengan karakteristik sosial,
ekonomi, dan kelembagaan yang berbeda. Ketiga, dari segi pendekatan,
penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data lapangan
berupa wawancara dan analisis kasus konkret. Hal ini memberikan gambaran
nyata mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa perbankan di BPSK,
termasuk hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa terhadap

perbankan.

E. Kerangka Teoritik
1. Teori Keadilan

Keadilan (justice) dalam konteks penyelesaian sengketa konsumen
mengandung dua dimensi utama yang relevan untuk penelitian ini:
keadilan prosedural (fairness of procedures) dan keadilan
substantif/distributif (fairness of outcomes). Keduanya saling berkaitan:
konsumen menilai legitimasi sebuah lembaga penyelesaian sengketa
tidak hanya dari hasil akhir (apakah mereka menerima ganti rugi), tetapi
juga dari bagaimana proses itu berlangsung (akses, kesempatan didengar,
transparansi, neutralitas). Teori-teori psikologi sosial dan filsafat hukum
menegaskan pentingnya kedua dimensi ini untuk penerimaan putusan

dan kepatuhan terhadap keputusan. ?

12E, Allan Lind dan Tom R. Tyler, The Social Psychology of Procedural Justice, Journal
of Personality and Social Psychology, Vol. 57, No. 5, 1988, hlm. 830—-833.
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a. Keadilan Prosedural
Kajian dari John Rawls menjelaskan bahwa keadilan prosedural
menekankan pada keadilan mekanisme, artinya apabila prosedur yang
digunakan telah adil dan disepakati, maka hasil yang lahir dari prosedur
tersebut dapat diterima sebagai adil, meskipun belum tentu memuaskan
semua pihak. Dengan demikian, keadilan prosedural berfungsi untuk
menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan
dalam proses penegakan hukum.
b. Keadilan Substantif /Distributif & Korektif
Keadilan substantif berkaitan dengan apakah hasil keputusan adil secara
materiil pemulihan kondisi konsumen, dan tindakan korektif terhadap
praktik bank yang merugikan. Dalam sengketa perbankan, keadilan
substantif juga mengevaluasi apakah putusan mengembalikan hak
konsumen dan  mencegah  pengulangan  kerugian. (Teori
distributive/corrective justice landasan filsafat hukum dan praktik
hukum perdata).'*
Kegunaan Teori Keadilan dalam penelitian ini sebagai landasan analisis
untuk menilai penyelesaian sengketa perbankan di Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau, baik dari aspek keadilan

prosedural maupun keadilan substantif. Keadilan prosedural berfungsi

13John Rawls, A4 Theory of Justice, Revised Edition, Harvard University Press, Cambridge,
1999, him. 74-75.

14 John Rawls 4 Theory of Justice, menekankan keadilan distributif dengan prinsip fair
equality of opportunity dan difference principle 2025,hlm 72-75.
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untuk mengkaji apakah proses penyelesaian sengketa di BPSK telah
memberikan akses yang setara, kesempatan didengar, transparansi, serta
netralitas bagi konsumen dan pihak bank. Sementara itu, keadilan substantif
digunakan untuk menilai apakah Penyelesaian Sengketa di BPSK telah
memberikan pemulihan hak konsumen secara adil, proporsional, dan
mampu mengoreksi praktik perbankan yang merugikan. Dengan adanya
teori keadilan menjadi alat untuk menghubungkan praktik penyelesaian
sengketa di lapangan dengan prinsip hukum yang ideal, sekaligus menilai
sejauh mana BPSK mampu mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum

bagi konsumen perbankan.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Teori perlindungan konsumen lahir sebagai respon atas hubungan
hukum yang tidak seimbang antara konsumen dan pelaku usaha.
Konsumen pada umumnya berada pada posisi lemah baik dari segi
informasi, akses, maupun kemampuan dalam menuntut haknya ketika
terjadi sengketa. Hal ini diperkuat oleh pandangan consumer protection
theory yang menyatakan bahwa hukum harus hadir untuk
menyeimbangkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha, sehingga
tercipta keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi
instrumen utama dalam menjamin hak-hak konsumen, termasuk hak
atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, serta

hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Teori ini menegaskan
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bahwa perlindungan konsumen bukan sekadar upaya represif ketika
sengketa terjadi, tetapi juga preventif agar konsumen terlindungi sejak

awal dari praktik bisnis yang merugikan.'®

Kegunaan teori perlindungan konsumen dalam penelitian ini adalah
sebagai dasar analisis untuk menilai bagaimana penyelesaian sengketa
perbankan di BPSK Kota Lubuk Linggau mampu melindungi nasabah sebagai
konsumen yang pada umumnya berada pada posisi lemah dibandingkan pihak
bank. Teori ini digunakan untuk melihat apakah proses penyelesaian sengketa
di BPSK telah membantu menyeimbangkan kedudukan hukum antara
konsumen dan pelaku usaha perbankan, baik melalui pemberian akses yang adil,
kesempatan bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan, maupun pemulihan
hak atas kerugian yang dialami. Dengan menggunakan teori perlindungan
konsumen, penelitian ini dapat mengkaji sejauh mana ketentuan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diterapkan
secara nyata dalam praktik penyelesaian sengketa perbankan, serta apakah
peran BPSK tidak hanya bersifat penyelesaian setelah sengketa terjadi, tetapi
juga memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen.

F. Metode Penelitian
Sebelum menyebutkan metode yang digunakan, penyusun menerangkan

terlebih dahulu mengenai jenis dan sifat penelitian skripsi ini.

* Supriyanto, T. M. S., Sumiyati, Himawan Noerdjaja, Gumilang Eka Pambudi, & M.

Shidqon Prabowo. Consumer Protection Legal Frameworks in Indonesia: The Challenges of E-
Commerce and Data Privacy. Research Horizon, Vol. 5 No. 2, 2025, hlm. 119-128.
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1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Field Research, artinya data yang
dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan.
bukan hanya dari studi literatur atau data sekunder. Dalam konteks ini,
penelitian ini berfokus pada Aspek Keadilan Penyelesaian Sengketa
Perbankan Di BPSK Lubuk Linggau. Seperti melalui mediasi, konsiliasi,
dan arbitrasi. yang menjadi lokasi untuk mendapatkan data secara
langsung yang ada hubungannya dengan permasalahannya yang dibahas
dalam skripsi.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu metode yang
mendeskripsikan atau memberikan gambaran pada suatu peristiwa yang
sedang terjadi di masyarakat, kemudian dianalisis dengan menggunakan
teori perlidungan konsumen. Pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan
dokumentasi.
3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Penelitian ini tidak hanya
mempelajari norma hukum yang berlaku, tetapi juga ingin melihat
penerapan hukum tersebut dalam praktik lapangan, khususnya terkait
penyelesaian sengketa perbankan di Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) Lubuk Linggau.
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4. Sumber Data

a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung untuk
menjawab masalah penelitian secara khusus dari subjek penelitian.®
Dalam penelitian ini, penulis akan mendapatkan data dengan cara
wawancara anggota BPSK, dan penyelesaian sengketa Perbankan di
BPSK terhadap konsumen. Penelitian ini mendapatkan sumber data
primer dari BPSK dan beberapa konsumen.

b. Data Sekunder
Data sekunder ditujukan untuk mendorong atau melengkapi data
primer. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundangan-
undangan seperti No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK). Undang-undang utama yang mengatur hak dan kewajiban
konsumen dan pelaku usaha, konsep penyelesaian sengketa konsumen
di luar pengadilan lewat BPSK. Pasal-pasal tentang wewenang BPSK,
sifat putusan, proses penyelesaian sengketa. Dan sumber yang selaras
dengan tema yang penyusun angkat berupa referensi-referensi dari
buku-buku, jurnal, artikel dan sumber dari internet.

c. Data Tersier
Bahan hukum tersier yang akan peneliti gunakan untuk melengkapi

penjelasan terkait pokok bahasan terdiri dari ensiklopedi seperti

16 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2020, hlm. 31.
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kamus dan sumber lain yang dapat digunakan dan diakses melalui
internet untuk menambah kelengkapan pembahasan.
5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis menggunakan teknik-

teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi (pengamatan) dapat dilakukan untuk mendapatkan

informasi yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan dalam
penelitian ini. Peneliti melakukan observasi  Penyelesaian
Sengketa Perbankan Di Lubuk Linggau guna mengetahui yang
terjadi di lapangan perlindungan Hukum Konsumen.

b. Wawancara

Hasil wawancara penulis akan menganalisis yang kemudian

juga akan mendeskripsikan secara detail berbagai temuan yang ada
di lapangan terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Perbankan (BPSK) Kota Lubuk Linggau. Untuk data narasumber
yang ingin di wawancara akan disesuaikan dengan yang ada di
lapangan. Tahapan dari penelitian ini dimulai dari pengumpulan
data, klasifikasi data dengan menggunakan reduksi data,
penyajian data baik itu dalam bentuk narasi atapun dalam bentuk

gambar yang pada akhirnya ditarik kesimpulan.
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¢. Dokumentasi
Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan beberapa
cara pertama wawancara, kedua dengan cara observasi, dan
terakhir dokumentasi dengan beberapa konsumen dan pelaku
usaha kecil dan menengah Kota Lubuk Linggau sebagai sumber
primer. Selain itu buku, jurnal, laporan, berita resmi, dan sumber

dari internet merupakan sebagai sumber pendukung.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif,
dengan menggunakan kerangka berfikir induktif. Induktif, yaitu
analisis data yang bertitik tolak dari data yang bersifat kasuatik yang
terjadi di lapangan secara khusus, kemudian data itu ditarik pada suatu
kesimpulan yang bersifat umum, dari data yang berhasil dihimpun
inilah selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk dijadikan bahan
penyusunan skripsi, sehingga data itu dapat mewakili kasus secara
umum. Analisis data secara induktif ini penyusun hendak
mengambil data yang diperoleh dari wawancara dengan anggota
BPSK di Kota Lubuk Linggau, dokumen yang ada dan lain sebagainya

yang sifatnya mendukung skripsi ini.
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G. Sistematika Penulisan
Guna mempermudah pembahasan dan terarahnya penyusunan skripsi ini,

maka penyusun membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama: sebagai pintu masuk menuju langkah awal selanjutnya
maka bab ini berisi tentang Pendahuluan, yang memuat latar belakang
masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
penjelasan judul, telaah pustaka. Pembahasan dalam bab inilah akan

mempermudah dalam penyusunan skripsi selanjutnya.

Bab kedua: berisi peraturan tentang BPSK, peraturan tentang

sengketa perbankan dan keadilan.

Bab ketiga: berisi Praktek Penyelesaian Sengketa Perbankan di

BPSK Kota Lubuk Linggau.

Bab keempat: merupakan analisis dari hasil data yang telah
dikumpulkan di lapangan oleh peneliti dan merupakan inti dari penelitian
terhadap analisis Penyelesaian Sengketa Perbankan terhadap beberapa
konsumen di Kota Lubuk Linggau serta kesesuaian dengan ketentuan-

ketentuan dalam analisis perlindungan bagi konsumen.

Bab kelima: berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari

penelitian serta saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada Bab I, II, III dan IV, penyusun dapat

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Implementasi penyelesaian sengketa perbankan di BPSK Kota Lubuk
Linggau dari aspek keadilan prosedural pada dasarnya telah berjalan
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. BPSK telah menyediakan mekanisme
penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase yang
relatif mudah diakses, cepat, serta berbiaya ringan. Para pihak diberikan
kesempatan yang sama untuk menyampaikan keterangan, bukti, dan
pendapatnya dalam proses persidangan. Namun demikian, dalam
praktiknya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan sumber daya
manusia, perbedaan tingkat pemahaman hukum antara konsumen dan
pihak bank, serta belum optimalnya konsistensi penerapan prosedur
pada setiap perkara, sehingga keadilan prosedural belum sepenuhnya
dirasakan oleh seluruh pihak.

Ditinjau dari aspek keadilan substantif, putusan BPSK Kota Lubuk
Linggau pada prinsipnya telah berupaya memberikan perlindungan dan
pemulihan hak bagi konsumen perbankan yang dirugikan. Akan tetapi,

keadilan substantif tersebut belum berjalan optimal karena lemahnya

104
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daya eksekutorial putusan BPSK. Banyak putusan BPSK yang
kemudian diajukan keberatan oleh pihak bank ke pengadilan negeri,
sehingga putusan BPSK kehilangan kekuatan mengikat secara efektif.
Kondisi ini berdampak pada berkurangnya kepastian hukum dan rasa
keadilan bagi konsumen, karena penyelesaian sengketa yang seharusnya
cepat dan sederhana justru berlarut-larut.

3. Hambatan dalam penyelesaian sengketa perbankan di BPSK Kota
Lubuk Linggau meliputi keterbatasan kompetensi teknis anggota BPSK
dalam memahami permasalahan perbankan yang bersifat kompleks,
kurangnya kesadaran dan literasi hukum konsumen, serta posisi tawar
bank yang lebih kuat dibandingkan konsumen. Selain itu, belum adanya
penguatan regulasi yang secara tegas mengatur kedudukan dan kekuatan
putusan BPSK dalam sengketa perbankan juga menjadi faktor utama
yang menghambat terwujudnya keadilan secara menyeluruh.

B. Saran dan Masukan
1. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya
manusia BPSK, khususnya terkait pemahaman aspek teknis perbankan,
agar putusan yang dihasilkan lebih berkualitas dan mencerminkan
keadilan substantif.
2. Pemerintah daerah bersama instansi terkait, seperti Dinas Perindustrian
dan Perdagangan serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlu
meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku

usaha perbankan terhadap putusan BPSK.
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3. Konsumen perbankan perlu meningkatkan kesadaran dalam pemahaman
mengenai hak-haknya sebagai konsumen, termasuk pemanfaatan BPSK
sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang disediakan oleh

negara.
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